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ABSTRAK 

 

SARINO, 201820251013. Problematika dan Penyelesaian pemutusan Hubungan 

Kerja dengan alasan efisiensi dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  

 

      Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif didukung penelitian 

empiris dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji Undang-Undang tentang 

ketenagakerjaan serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan hubungan 

industrial yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dengan alasan 

efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang 

-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 dan beberapa contoh 

pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan-putusan Pengadilan Hubungan 

Industrial, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berupaya memakai 

istilah lain atau alasan lain seperti memakai istilah dengan mempertimbangkan 

kepastian hukum dan kemanfaatan serta antara para pekerja dengan pengusaha 

tidak ada lagi keharmonisan untuk melanjutkan hubungan kerja maka hubungan 

kerja berakhir sejak putusan dibacakan. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi 

antara pengusaha dengan pekerja dapat menimbulkan terjadinya  perselisihan 

hubungan  industrial khususnya mengenai perselisihan pemutusan hubungan 

kerja. Atas perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi, pekerja dapat 

menempuh upaya hukum yang dapat dilakukan Pekerja adalah melalui proses 

mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu : Bipartit, 

Mediasi/Konsiliasi/Arbitrase, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Kasasi ke 

Mahkamah Agung.  

 

 

Kata Kunci : Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Mekanisme Perselisihan  
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ABSTRACT 

 

SARINO, 201820251013. Problems and Settlement of termination of employment 

due to efficiency reasons are related to Law No. 13 of 2003 concerning Labor. 

 

      This research is a type of normative legal research supported by empirical 

research with the focus of studies examining and reviewing the Law on manpower 

and the consideration of judges in industrial relations court decisions relating to 

termination of employment for reasons of efficiency in accordance with Article 

164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Based on 

the provisions of Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 

concerning Manpower in conjunction with the Constitutional Court Decision 

Number 19 / PUU-IX / 2011 and several examples of judicial judicial 

considerations in the decisions of the Industrial Relations Court, the panel of 

judges in their legal considerations seeks use other terms or other reasons such as 

using the term by considering legal certainty and benefits and between workers 

and employers there is no harmony to continue the employment relationship, the 

employment relationship ends since the decision is read. Termination of 

employment that occurred between employers and workers can lead to industrial 

relations disputes, especially regarding disputes about termination of 

employment. Upon termination of employment disputes that occur, workers can 

take legal action that can be done by workers through the process of Industrial 

Relations Dispute Settlement mechanisms, namely: Bipartit, 

Mediation/Conciliation/ Arbitration, Industrial Relations Court, and Cassation to 

the Supreme Court. 

 

 

Keywords: Workers, Termination of Employment, Dispute Mechanism 
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